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ABSTRAK 

Renaldi Parningotan R. Manalu (B011171514) dengan Judul “Tinjauan 

Yuridis Terhadap Pembantuan dalam Tindak Pidana Kekerasan Hingga 

Menyebabkan Kematian di Akademi Kepolisian (Studi Kasus Putusan 

No.35/Pid/2018/Pt.Smg). Dibawah bimbingan Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., 

Sebagai Pembimbing I dan Dr. Dara Indrawati S.H., M.H., Sebagai Pem-

bimbing II. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal yaitu : Pertama, untuk 

mengetahui kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana kekera-

san yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana, dan yang kedua 

untuk pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan 

terhadap pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang menyebabkan 

kematian dalam putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg. 

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif dengan 

metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan kasus, dan juga pandangan ahli atau-

pun doktrin, adapun bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum pri-

mer, sekunder, dan tersier. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data 

Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan menggunakan sumber liter-

atur yang menjadi bahan kajian Penulis. 

 Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) perbuatan yang termasuk da-

lam kualifikasi dalam rumusan masalah sebagaimana telah diregulasikan 

dalam ketentuan pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2) 

Penerapan hukum pidana dalam putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg. te-

lah sesuai memenuhi unsur pasal yang didakwakan berdasarkan hasil an-

alisis penulis yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis 

oleh majelis hakim, namun penulis belum sependapat dengan majelis ha-

kim mengenai penjatuhan masa waktu sanksi pidana terhadap terdakwa. 

 

Kata Kunci : Kekekerasan, Kematian, Akademi Kepolisian  
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ABSTRACT 

Renaldi Parningotan R. Manalu (B011171514) with the title “Juridical 

Review of Assistance in Crimes of Violence to Cause Death at the Po-

lice Academy (Case Study Decision No.35/Pid/2018/Pt.Smg). Under the 

guidance of Dr. Abd. Asis, S.H., M.H., as Advisor I and Dr. Dara Indrawati 

S.H., M.H., as Advisor II. 

 This study aims to determine two things, namely: First, to determine 

the qualifications of acts of assistance in violent crimes that cause death 

according to criminal law, and secondly to legal considerations by the panel 

of judges in making decisions on assistance in violent crimes that cause 

death in decisions. number: 35/Pid/2018/PT.Smg. 

 This research uses normative law research with the approach method 

used in this research, namely the statutory approach, case approach, and 

also expert views or doctrine, while the legal materials used are primary, 

secondary, and tertiary legal materials. As for the data collection tech-

niques, the author collects legal materials using literature sources that are 

the author's study material. 

 

 The results of this study, namely (1) actions included in the qualifica-

tions in the formulation of the problem as regulated in the provisions of arti-

cles 55 and 56 of the Criminal Code, (2) Application of criminal law in deci-

sion number: 35/Pid/2018/ PT. SMG. has complied with the elements of the 

indicted article based on the results of the author's analysis based on jurid-

ical and non-juridical considerations by the panel of judges, but the authors 

do not agree with the panel of judges regarding the imposition of a period 

of criminal sanctions against the defendant. 

 

x 

Keywords : Violence,Death, Police Academy 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan kejahatan khususnya kasus kekerasan yang terjadi 

pada dewasa ini, telah mengalami peningkatan menuju pada epidemi keja-

hatan. Kekerasan seakan telah menjadi hal yang lumrah dan terjadi di 

berbagai kalangan, dimulai dari masyarakat kalangan bawah, hingga ka-

langan atas dengan berbagai faktor yang berbeda-beda. Selain itu, kasus 

penganiayaan juga seringkali melanda dunia pendidikan/akademisi dengan 

latar belakang konflik yang beraneka ragam. Terkadang konflik yang terjadi 

hanya bersifat sederhana, dan pada dasarnya dapat diselesaikan dengan 

cara non kekerasan.1 

Sebagai contoh, kasus yang berhubungan dengan dunia pendidi-

kan atau akademik adalah perbuatan pembantuan dalam tindak pidana 

kekerasan hingga menyebabkan kematian yang melibatkan antara taruna 

senior dan junior tingkatnya pada salah satu sekolah kedinasan di Indone-

sia yaitu, Akademi Kepolisian (selanjutnya disingkat AKPOL). 

 Dalam proses mewujudkan tercapainya visi dan misi Akpol yang 

 
1 Warih Anjari, “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kekerasan (Violence)” E-Jurnal WIDYA Yus-

tisia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Vol. 1, Nomor 1 April 2014, hlm. 42-51 
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secara garis besar untuk membentuk perwira Kepolisian Republik Indone-

sia (selanjutnya disingkat POLRI) yang berkualitas, melahirkan perwira 

POLRI yang praktisi dan akademisi sebagai kader pemimpin POLRI masa 

depan, sesuai strata kepangkatan dan struktur organisasi yang tergelar, ju-

jur, bersih, profesional, bermoral, modern, dan dapat dipercaya oleh 

masyarakat tentunya tidak mudah.2  

Terdapat berbagai macam polemik yang dihadapi oleh salah satu 

sekolah kedinasan di Indonesia yang berlokasi di kota Semarang, Jawa 

Tengah ini, dimulai dari sistem penerimaan taruna yang dinilai tidak trans-

paran oleh sebagian masyarakat, hingga berbagai kasus kekerasan yang 

terjadi dalam lingkungan sekolah yang mencetak kader perwira POLRI ter-

sebut. 

Salah satu kasus kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan 

sekolah kedinasan AKPOL adalah kasus penganiayaan yang menyebabkan 

tewasnya salah satu Brigadir Dua Taruna (selanjutnya disingkat Brigdatar) 

atau taruna tingkat dua yang diduga dianiaya oleh seniornya, dimana kasus 

tersebut terjadi pada saat kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh senior 

terhadap beberapa juniornya.  

 
2 Subagyo, “Pendidikan Polri Sebagai Pembangun Polisi Sipil (Studi Pada Akademi Kepolisian)”, Fo-

rum Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 39 No. 1 Juni 

2012, hlm. 13-32 
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Dalam melakukan kegiatan pembinaan yang kerap terjadi dalam 

lingkungan sekolah kedinasan AKPOL tentu berada dalam koridor batasan-

batasan tertentu, dan hanya dilakukan untuk tujuan menciptakan kader ta-

runa AKPOL yang disiplin dan berjiwa pemimpin serta memiliki mental yang 

kuat, agar ketika lulus menjadi perwira POLRI dapat menjadi contoh bagi 

para anggotanya. 

Hal tersebut bermula pada saat taruna junior yaitu taruna ber-

pangkat Brigdatar yang tergabung dalam Korps Himpunan Indonesia Timur 

yang dianggap melakukan kesalahan, dan korban sendiri dianggap 

melakukan pembangkangan terhadap seniornya karena menolak untuk 

menjadi stick master dalam Korps. drumb band AKPOL. Oleh karena hal 

tersebutlah yang menyebabkan para senior yaitu taruna tingkat III menjadi 

geram dan emosi terhadap korban sehingga timbul niat untuk melakukan 

“pembinaan” terhadap korban. 

Kemudian pada pukul 01.00 Wib dini hari tanggal 18 Mei 2017, para 

Brigdatar telah tiba di lantai II, Flat A tingkat III sejumlah 22 (dua puluh dua) 

orang termasuk korban dan secara berurut para senior tingkat III yang dise-

but dengan Brigtutar, sejumlah 14 orang termasuk terdakwa juga telah me-

masuki ruangan tersebut, lalu para Brigtutar melakukan pembinaan berupa 

pembinaan fisik berupa push up dan melakukan kekerasan berupa 
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pemukulan, baik memakai alat maupun tangan kosong terhadap 22 orang 

Brigdatar tersebut. Oleh karena peristiwa kekerasan tersebut yang 

kemudian membuat salah satu taruna tingkat II yang bernama Moh.Adam 

meregang nyawa akibat pendarahan pada paru-parunya yang disebabkan 

oleh hantaman benda tumpul berdasarkan visum et repertum nomor: 

B/06/V/2017/Bidokkes. 

Berdasarkan berbagai persidangan yang telah dilaksanakan pada 

tahun 2018, Rinox Lewi Wattimena yang menjabat selaku Komandan Suku 

(selanjutnya disingkat Dansuk), terbukti secara sah dan meyakinkan me-

menuhi unsur pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang me-

nyebabkan kematian, yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana pen-

jara selama tujuh bulan. Dapat dilihat dalam putusan dengan nomor perkara 

35/pid/2018/PT.Smg. 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis ter-

tarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam tentang kualifikasi perbuatan 

pembantuan dalam tindak pidana kekerasan dan pertimbangan hukum ha-

kim terhadap pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang mengaki-

batkan kematian. Oleh sebab itu, penulis mengangkat judul skiripsi dengan 

judul: “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana 

Kekerasan Hingga Menyebabkan Kematian Pada Sekolah Kedinasan 
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Akademi Kepolisian (Studi Putusan Nomor: 35/Pid/2018/Pt.Smg)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, penulis 

mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan pembantuan dalam tindak pidana 

kekerasan yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam penjatu-

han putusan terhadap pembantuan dalam tindak pidana kekerasan 

yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 

35/Pid/2018/PT.Smg? 

C.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perbuatan pembantuan tindak pidana kekerasan 

yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam pen-

jatuhan putusan terhadap pembantuan tindak pidana kekerasan yang 

menyebabkan kematian pada putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg. 

D.  Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wa-

wasan serta mengembangkan ilmu pengetahuan bagi para akademisi 
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serta kalangan yang berminat, dalam hal ini pada bidang kajian hukum 

pidana, terkhusus dalam kasus perbuatan pembantuan tindak pidana. 

2. Manfaat Praktis   

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan mampu memberikan 

sumbangsi pemikiran dan informasi terutama bagi para aparatur  pene-

gak hukum dalam proses penerapan hukum, khususnya pada bidang 

hukum pidana. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini juga diharapkan 

dapat menjadi sumber pengetahuan dan refrensi dalam rangka menam-

bah wawasan tentang hukum pidana. 

E. Keaslian Penelitian   

Penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan 

Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian Pada Sekolah Ke-

dinasan Akademi Kepolisian (studi putusan nomor: 35/Pid/2018/PT.Smg)” 

merupakan penelitian asli yang dilakukan oleh penulis yang berfokus pada 

lingkup dunia pendidikan, serta dilakukan dengan berbagai macam pen-

dekatan dalam menganalisis isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

  

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan penelitian ini, beri-

kut terlampir hasil penelitian sebelumnya:  

1. Galih Martino Dwi C, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 
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Muhammadiyah Surakarta 2013 yang berjudul Tindak Pidana Kekerasan 

Yang Dilakukan Oleh Pelajar Dan Upaya Penanggulangannya Studi Ka-

sus Di Wilayah Hukum Polres Klaten. 

Rumusan Masalah:  

1)  Bagaimanakah peraturan hukum yang mengatur masalah tindak 

pidana kekerasan yang dilakukan oleh pelajar? 

2) Bagaimana proses penyelesaian secara penal maupun non pe-

nal terhadap tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pela-

jar ? 

3) Hambatan-hambatan apa yang mempengaruhi proses 

penyelesaian tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh pela-

jar ? 

2. Erisamdy Prayatna, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 

2013 yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekera-

san Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anggota Ke-

lompok Geng Motor Di Makassar (Putusan 

No.817/Pid.B/2012/Pn.Mks)  

Rumusan Masalah : 

1) Bagaimana penerapan pidana hukum materiil terhadap kasus 

tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang 
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dilakukan oleh anggota kelompok geng motor di Makassar dalam 

putusan perkara No. 817/Pid.B/2012/PN.Mks? 

2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan 

kematian dalam putusan perkara No. 817/Pid.B/2012/PN.Mks? 

Dalam penelitian-penelitian sebelumnya yang terlampir di atas, 

semuanya bersinggungan dengan kasus kekerasan dan pembantuan da-

lam tindak pidana yang dilakukan oleh warga sipil. Perbedaan mendasar 

penelitian-penelitian sebelumnya dengan penelitian ini ialah, penelitian ini 

lebih berfokus pada pembantuan dalam tindak pidana kekerasan yang me-

nyebabkan kematian yang dilakukan oleh taruna AKPOL sebagai calon per-

wira POLRI, yang akan menjadi pemimpin masa depan dalam instansi 

Kepolisian Republik Indonesia.  

F. Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian    

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu 

dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif.3 

 Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan 

kepustakaan atau hal-hal yang telah diatur dalam peraturan 

 
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 24. 
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perundang-undangan serta norma-norma yang ada dalam perilaku 

bermasyarakat.4 

2. Metode Pendekatan  

 Penulis dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan yang berhubungan dengan undang-undang 

(Statute Approach), yaitu dengan mengkaji seluruh regulasi dan un-

dang-undang yang berkaitan dengan kasus yang terdapat dalam 

penelitian ini.  

Selain itu, penulis juga menggunakan Pendekatan Kasus (Case Ap-

proach) yang berarti penulis juga menganalisis dan mempelajari ka-

sus yang ada dan telah menjadi suatu putusan berstatus 

berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.5 

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan pandangan dan 

doktrin para ahli hukum yang telah menjadi pengaruh yang besar 

dalam sejarah perkembangan hukum. 

3. Jenis dan sumber Bahan Hukum 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer ialah bahan yang berkekuatan hukum serta 

 
4  I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori 

Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.12. 
5 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, cetakan ke-9, Rajawali 

Pers, Jakarta, hlm. 164. 



10 
  

mengikat secara hukum yang berhubungan dengan objek dalam 

suatu penelitian6. 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum 

sekunder yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pi-

dana (selanjutnya disingkat KUHPidana), Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), Keputusan 

Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Akademi Kepolisian, Putusan Pengadi-

lan Tinggi Semarang Nomor 35/Pid/2018/PT.Smg dan berbagai 

peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah berbagai referensi berupa karya-

karya ilmiah yang relevan pada bidang hukum7 

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu ber-

sumber dari buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel-artikel 

yang relevan dalam pembahasan penelitian ini serta juga memuat 

pendapat para ahli hukum. 

c) Bahan Hukum Tersier  

 
6 M. Syamsuddin dan Salman Luthan, 2018, Mahir Menulis Studi Kasus Hukum, Kencana, Jakarta, 

hlm. 135. 
7 Syahruddin Nawi, 2014, Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris, Ed. 2., Cet.2, 

PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm. 31. 
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Sifat bahan hukum tersier ialah sebagai pelengkap kedua bahan 

hukum di atas, yaitu bahan hukum primer dan sekunder8. 

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum 

dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) 

4. Pengumpulan Bahan Hukum.  

a) Bahan Hukum Primer  

Pengumpulan bahan hukum primer terhadap penelitian ini dil-

akukan dengan cara melakukan pendekatan melalui undang-un-

dang. Penulis mencari peraturan perundang-undangan yang terkait 

dengan perbuatan pembantuan dalam suatu tindak pidana, dan 

perbuatan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan. Selain itu, 

penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan 

negeri dan pengadilan tinggi. 

b) Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

cara penulis melakukan studi kepustakaan. Dalam hal ini penulis 

melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum 

serta berbagai literatur yang tentu bersangkut-paut dalam proses 

penulisan penelitian ini. 

 
8 Ibid., 
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c) Bahan Hukum Tersier  

Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara penulis mencari dan menelusuri berbagai hal yang 

kemudian dapat dijadikan sebagai petunjuk dan rujukan guna mem-

perkuat serta memperjelas data primer dan sekunder yang relevan 

dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. 

5. Analisis bahan hukum.  

Berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dijabarkan di atas, 

penulis kemudian menganalisis dengan cara menggabungkan tiga 

macam pendekatan yakni, pendekatan dari segi undang-undang, 

pendekatan dalam suatu kasus, dan dengan memanfaatkan dok-

trin-doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum. Oleh ka-

rena hal-hal tersebut penulis mampu melahirkan analisis dan kes-

impulan yang pada akhirnya dapat dipergunakan sebagai jawaban 

dalam menjawab beberapa rumusan masalah yang timbul.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG KUALIFIKASI 

  PEMBANTUAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG 

 MENYEBABKAN KEMATIAN 

A.  Tindak Pidana  

1. Pengertian Tindak Pidana   

Dalam perkembangan sistem tata hukum di Indonesia, berdasar-

kan kajian ilmu hukum, hukum dipisahkan menjadi dua macam kelompok 

besar, yaitu hukum publik dan hukum privat. Achmad Sanusi memberikan 

suatu definisi mengenai hukum publik dan hukum privat sebagai berikut:9 

Hukum publik adalah hukum yang mengatur atau melindungi antara 

kepentingan orang perseorangan dan hal-hal yang dianggap sebagai 

suatu kepentingan yang bersifat umum oleh negara yang dalam po-

sisinya sebagai penguasa. Sedangkan, hukum privat adalah hukum 

yang mengatur kepentingan antara orang perseorangan, dan dalam 

hal ini negara bukan sebagai penguasa melainkan sebagai mediator 

dalam mempertahankan suatu hak dari orang perseorangan yang me-

rasa dirugikan akibat adanya pelanggaran hak. 

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Ahmad Sanusi di atas, 

maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana termasuk ke dalam ke-

lompok hukum publik. Hal ini dapat dilihat pada proses penerapan hukum 

pidana di Indonesia, negara sebagai penguasa melalui alat-alatnya seperti, 

 
9 Achmad Sanusi, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Edisi keem-

pat, Tarsito, Bandung, hlm. 98 
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polisi dan jaksa yang berhak menyidik dan melakukan penuntutan apabila 

terjadi suatu pelanggaran hukum dalam ranah hukum pidana. 

 Strafbaarfeit atau yang lebih dikenal dengan istilah tindak pidana 

dalam bahasa Indonesia, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

(Selanjutnya disebut UURI) No.1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Un-

dang Hukum Pidana (Selanjutnya disingkat KUHPidana) merupakan ter-

jemahan dari istilah yang berasal dari bahasa Belanda. Strafbaarfeit terdiri 

dari tiga suku kata yang mempunyai masing-masing makna tersendiri, yaitu 

straf yang berarti pidana dan hukum, kemudian baar, yang berarti dapat dan 

boleh, sementara feit, yang berarti peristiwa, tindak, pelanggaran dan per-

buatan.10 

Berangkat dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka istilah 

Strafbaarfeit atau tindak pidana mengandung pengertian yaitu, suatu per-

buatan yang bertentangan dengan hukum, serta berhubungan dengan per-

buatan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana bagi siapapun yang 

melanggar ketentuan undang-undang (selanjutnya disingkat uu). Selain itu, 

dalam beberapa refrensi literatur yang membahas tentang ilmu hukum pi-

dana, suatu peristiwa pidana biasanya disinonimkan dengan istilah delik 

yang merupakan terjemahan dari bahasa latin yaitu, delictum. 

 
10 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indone-

sia, Yogyakarta, hlm. 19 
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Menurut Kamus Hukum, definisi delik adalah “suatu perbuatan 

seseorang atau beberapa orang yang melanggar ketentuan uu dan dapat 

dikenai sanksi atau hukuman pidana”.11  Selain delik, beberapa ahli dan 

para pembuat uu juga menggunakan istilah peristiwa pidana, atau per-

buatan pidana, atau tindak pidana dalam memberikan pandangan 

mengenai hukum pidana. 

 Adapun beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian 

Strafbaarfeit, sebagi berikut: 

1) Van Hamel, mengemukakan bahwa: 

“segala kelakuan manusia yang dirumuskan dalam suatu uu yang 

bersifat melawan hukum, dan patut di berisi sanksi pidana serta dil-

akukan atas adanya kesalahan.”12 

2) Pompe, “Strafbaarfeit merupakan suatu pelanggaran norma yang 

dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang 

pelaku, terhadap aturan hukum, dan perlu dilakukan penjatuhan 

hukuman terhadap pelaku tersebut demi terpeliharanya tertib 

hukum.”13 

3) Simons, “Strafbaarfeit merupakan suatu perbuatan seseorang yang 

dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja yang berujung me-

langgar suatu aturan hukum, dan kemudian akibat dari per-

buatannya tersebut yang telah didasarkan pada uu telah dinyatakan 

sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dapat dipertanggung-

jawabkan.”14  

 Berdasarkan beberapa pendapat ahli mengenai definisi tindak 

 
11 Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92 
12 Andi Hamzah, 2010, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, hlm. 

96 
13 P.A.F., Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Keempat, P. T. Citra Ad-

itya Bakti, Bandung, hlm. 182 
14 Leden Marpaung, 2012, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ketujuh, Sinar Grafika, Ja-

karta, hlm. 8. 
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pidana di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa tindak pidana 

merupakan suatu kelakuan manusia yang bersifat melawan hukum yang 

sebelumnya telah diatur berdasarkan rumusan uu (asas legalitas hukum pi-

dana). Akibat adanya kesalahan yang dilakukan seseorang tersebut maka 

patut dijatuhi sanksi pidana, baik secara sengaja maupun tidak di sengaja 

demi terpeliharanya tertib hukum (asas tiada pidana tanpa kesalahan). 

Selain itu, seseorang yang diancam pidana patut dapat mempertanggung-

jawabkan perbuatannya atau seseorang yang dijatuhi sanksi pidana 

pikirannya masih sehat atau waras. 

Hukum pidana dianggap suatu ultimum remidium atau dengan kata 

lain, sebagai “obat terakhir” apabila bagian dari suatu norma-norma hukum 

dianggap tidak cukup untuk menegakkan suatu peraturan dalam perun-

dang-undangan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pertimbangan-per-

timbangan mengenai untung dan rugi dalam proses penjatuhan sanksi pi-

dana, agar dapat tercapainya tujuan hukum (keadilan, kepastian dan ke-

manfaatan hukum) dalam penerapan hukum pidana.15  

2.  Unsur-Unsur Tindak Pidana 

 Untuk mengetahui penjabaran lebih lanjut dari suatu rumusan delik 

dalam perbuatan pidana, maka hal utama yang perlu diperhatikan yaitu 

 
15 Andi Hamza, 2017, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9 
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mengenai unsur-unsur yang berkenaan dengan suatu rumusan delik terse-

but. Hal yang faktual dalam rumusan delik adalah adanya perbuatan 

seseorang atau beberapa orang yang cenderung bersifat melawan hukum 

atau perbuatan tersebut secara jelas bertentangan dengan norma hukum.  

 Oleh karena itu, tujuan mengenai adanya unsur-unsur yang terkan-

dung dalam suatu delik tindak pidana adalah untuk menilai, melengkapi dan 

menjabarkan lebih lanjut mengenai jenis dan ruang lingkup, serta perbuatan 

manusia yang dapat dikenai pidana sesuai dengan aturan hukum. P. A. F. 

Lamintang, memberikan pendapat bahwa “setiap tindak pidana yang ter-

dapat dalam rumusan KUHPidana pada umumnya dapat di bagi menjadi 

dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan objektif.”16  

 Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri 

pelaku tindak pidana atau yang berhubungan langsung terhadap diri si 

pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung di dalam isi hatinya. 

Hal-hal yang tekandung pada unsur-unsur subjektif sebagai berikut:17  

1. Dolus atau Culpa, (yang bermakna kesengajaan atau kelalaian).  

2. Voorneman, yang berarti adanya suatu maksud tertentu atau 

poging yang berarti pada suatu percobaan. 

3. Oogmerk, yang berarti berbagai macam-macam maksud seperti 

yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, 

pemerasan, pemalsuan.  

4. Voorbedachte read, yang berarti merencanakan terlebih dahulu, 

 
16 P.A.F Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 

hlm.192 
17 Ibid., hlm. 193 
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seperti misalnya yang terdapat pada suatu kasus kejahatan 

menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan. 

5. Vress, yang berarti suatu perasaan takut. 

6. Orang-orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. 

 Adapun definisi terhadap unsur objektif adalah unsur-unsur yang erat 

kaitannya dengan suatu tindakan, yang mana tindakan-tindakan dari si 

pelaku tersebut harus dilakukan. Hal-hal yang termuat dalam unsur-unsur 

objektif adalah:18 

1. Wederrechtelijikheid, yang berarti sifat melanggar hukum. 

2. Kualitas atau kedudukan atau jabatan dari si pelaku, contohnya 

“jabatan sebagai seorang pegawai negeri” diatur dalam Pasal 

415 KUHPidana yang mengatur tentang kejahatan jabatan, atau 

“keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 

terbatas” di dalam kejahatan korporasi yang diatur dalam Pasal 

398 KUHPidana. 

3. Adanya hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab 

suatu kenyataan sebagai akibat yang disebut dengan hubungan 

kausalitas. 

Sedangkan, S. R. Sianturi, memberikan suatu pendapat mengenai 

unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, terdiri dari:19  

1. Adanya subjek hukum. 

2. Adanya suatu unsur kesalahan. 

3. Adanya perbuatan yang sifatnya melawan hukum. 

4. Adanya suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh per-

aturan perundang-undangan dan terhadap subjek hukum yang 

melanggarnya akan diancam pidana. 

5. Terdapat suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu. 

 Berangkat dari unsur-unsur tindak pidana yang telah dijabarkan di 

 
18 Ibid., 
19 S. R. Sianturi, 2002, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cetakan Ketiga, Storia 

Grafika, Jakarta, hlm. 208 
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atas, S.R. Sianturi mengemukakan suatu pengertian tentang tindak pidana 

yaitu:20  

Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar 

keharusan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, dan kemudian 

diancam dengan pidana oleh undang-undang, serta sifatnya melawan 

hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh 

seseorang yang dinilai masih mampu mempertanggungjawabkan per-

buatannya. 

 Selain unsur-unsur yang dipaparkan oleh parah ahli di atas, hukum 

pidana juga mengenal dua pandangan umum mengenai unsur perbuatan 

pidana, yakni pandangan Monistis dan Dualistis. Pandangan Monistis 

merupakan pandangan yang mengacu pada konteks terpenuhinya kese-

luruhan syarat adanya pidana dianggap telah melekat pada perbuatan pi-

dana. Oleh sebab itu, pandangan ini lebih menekankan kepada prinsip 

bahwa di dalam pengertian perbuatan suatu tindak pidana telah termasuk 

di dalamnya perbuatan yang dilarang (criminal act) dan pertanggungjawa-

ban pidana atau kesalahan (criminal responsibility).21  

 Sedangkan, pandangan dualistis cenderung lebih menitikberatkan 

pada konteks sifat dan perbuatan melawan hukum sebagai suatu persyara-

tan untuk dianggap sebagai suatu tindak pidana. Pandangan ini memuat 

konsep pemahaman bahwa perbuatan tindak pidana termasuk adanya 

 
20 Ibid., 
21 Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, Hukum Pidana, Mitra Wacana Media, Ja-

karta, hlm.12. 
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perbuatan yang dilarang dan memuat pertanggungjawaban pidana atau 

kesalahan didalamnya. Dalam pandangan ini hanya melihat pada ter-

penuhinya persyaratan berdasarkan unsur Criminal Act atau perbuatan 

yang dilarang.22 

  Secara garis besar, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa un-

sur-unsur tindak pidana terdiri dari adanya niat dari diri subjek hukum itu 

sendiri, kemudian dari niat tersebut timbul perbuatan yang bersifat melawan 

hukum, dan akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut dapat dijatuhi 

sanksi pidana yang mengatur tentang perbuatan atau kejahatan di dalam 

KUHPidana. 

3.  Jenis-Jenis Tindak Pidana  

 Mengelompokkan suatu hal tentunya dengan mempertimbangkan 

berbagi aspek seperti bentuk, sifat, dan subjek berbagai macam aspek 

lainnya sesuai dengan konsep yang berkenaan dengan hal tersebut. 

Demikian pula halnya dengan mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana. 

Dalam perspektif hukum pidana pada dasarnya mengatur tentang pelang-

garan (misdrijven) dan kejahatan (overtredingen) beserta sanksi yang 

dikenakan bagi subjek hukum yang melanggarnya.  

  Tongat merumuskan perbedaan kejahatan dan pelanggaran, 

 
22 Ibid, hlm. 13. 
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bahwa:23  

Kejahatan merupakan sebutan lain dari rechtdelicten, yaitu segala 

perbuatan atau tindakan yang bersifat bertentangan dengan keadilan, 

terlepas dari bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat diancam pidana 

dalam suatu undang-undang ataupun tidak. Meskipun dalam undang-

undang tidak dirumuskan sebagai delik, namun akibat dari perbuatan 

tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan 

yang bertentangan dengan keadilan. Jadi, dengan kata lain, per-

buatan pidana ini juga disebut mala in se, yang berarti perbuatan ter-

sebut merupakan suatu perbuatan yang jahat karena memang sifat 

dari perbuatan tersebut adalah jahat.  

 Sedangkan, suatu pelanggaran adalah bentuk kelakuan dari setiap 

orang yang kemudian disadari oleh masyarakat sebagai perbuatan pi-

dana, karena sebelumnya undang-undang telah  merumuskannya 

sebagai delik. Kelakuan-kelakuan ini juga telah diatur ancamannya 

dengan sanksi pidana, sehingga dianggap sebagai tindak pidana oleh 

masyarakat. Perbuatan pidana jenis ini dapat disebut dengan istilah 

mala prohibita (malum prohibitum crimes). 

Selain dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya 

secara teori dan praktik perbuatan-perbuatan pidana dapat dibedakan pula 

dengan berbagai aspek sebagai syarat suatu pemidanaan:24 

a)  Delik formil, yaitu suatu perbuatan-perbuatan pidana oleh subjek hukum 

yang menitikberatkan pada perbuatan yang benar-benar melanggar ke-

tentuan yang telah dirumuskan kedalam Pasal undang-undang yang 

terkait. Sebagai contoh, pencurian adalah perbuatan yang telah diatur 

pada rumusan Pasal 362 KUHPidana, yaitu “mengambil barang milik 

orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan 

hukum”.  

 
23 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 101 
24 Tongat, 2003, Hukum Pidana Meteriil, UMM Press, Malang, hlm.43. 
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b) Delik materil, yaitu delik yang lebih melihat kepada suatu akibat dari 

yang timbul dari perbuatan pidana yang dilarang, contohnya adalah ka-

sus pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan hal yang dianggap se-

bagai delik adalah hilangnya nyawa seseorang yang merupakan akibat 

dari perbuatan subjek hukum, serta perbuatan tersebut dapat dilakukan 

dengan berbgai macam cara.  

c) Delik kesengajaan (dolus), merupakan suatu perbuatan tindak pidana 

yang dilakukan dengan unsur sengaja. Misalnya mengenai tindak pi-

dana pembunuhan yang telah diatur dalam Pasal 338 KUHPidana. 

d) Delik ketidaksengajaan (culpa), culpa adalah suatu perbuatan pidana 

yang tidak disengaja, namun karena kealpaannya menimbulkan akibat 

hukum contohnya seperti matinya seseorang. Seperti yang diatur da-

lam Pasal 359 KUHPidana tentang menyebabkan matinya orang lain.  

e) Delik aduan (klachdelict), merupakan suatu perbuatan pidana yang me-

merlukan pengaduan dari orang lain, yaitu korban yang mengalami 

langsung. Jadi, sebelum ada pengaduan atau pelaporan kepada pihak 

yang berwenang belum merupakan suatu delik. Contoh delik aduan 

yaitu kejahatan pencurian yang dilakukan dalam lingkungan keluarga 

(Pasal 367 ayat (2) dan (3) KUHPidana).  

f) Delik politik, merupakan delik atau suatu perbuatan pidana yang 
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ditujukan terkait dengan keamanan negara, baik secara langsung mau-

pun tidak langsung. Contohnya adalah bentuk pemberontakan akan 

menggulingkan pemerintahan yang sah (kudeta). 

 Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibagi dan dibedakan men-

jadi dua sumber yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tin-

dak pidana umum merupakan semua aturan yang terkait dengan tindak pi-

dana yang dimuat dalam kodifikasi KUHPidana sebagai hukum pidana ma-

teril yang meliputi kejahatan dan pelanggaran (Buku II dan III) serta berlaku 

bagi semua orang.25 

  Sedangkan, hukum pidana khusus merupakan kebalikan dari tin-

dak pidana umum yakni semua ketentuan tindak pidana yang diatur khusus 

diluar kodifikasi KUHPidana. Sebagai contoh uu terkait kasus korupsi, uu 

pemilu, uu Terorisme dan lain sebagainya. Pada umumnya, dalam uu ter-

sebut mengatur mengenai hukum materil dan formil yang menyimpang dari 

aturan tindak pidana yang telah dikodifikasi dalam KUHPidana dan UURI 

No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.26 

 Maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana umum dan khusus 

ini merupakan bentuk implementasi dari asas lex specialis derogat legi 

 
25 Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 

10 
26 Ibid., 
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generalis dengan tujuan agar dapat mengimbangi perkembangan zaman 

yang semakin maju dan canggih dalam bidang proses penegakan hukum. 

Pembagian hukum pidana juga dapat ditinjau dari segi subjeknya, yaitu 

communia dan adresat.  

 Subjek Communia yaitu jenis tindak pidana yang semua orang 

cenderung dapat melakukannya, sedangkan subjek adresat adalah subjek 

hukum yang ditujukan secara khusus oleh suatu peraturan perundang-un-

dangan. Pada awalnya subjek adresat ditujukan untuk setiap orang, namun 

dalam proses perkembangannya, subjek adresat hanya dibatasi hanya 

kepada orang-orang tertentu, yaitu mereka yang berprofesi sebagai ang-

gota militer. 

  Apabila seorang oknum anggota militer melakukan suatu pelang-

garan atau kejahatan pidana maka mereka akan diadili menurut Kitab Un-

dang-Undang Hukum Pidana Militer (Selanjutnya Disingkat KUHPM) dalam 

perbuatan delik materil dan diadili dalam pengadilan militer dengan 

mengacu pada UURI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam 

delik formil. Oleh sebab itu, tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHPidana 

dan Pengadilan Negeri. 
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B. Pertanggungjawaban Pidana  

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 

Dalam terminologi bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana 

disebut dengan responsibility, atau criminal liability. Pada konsep hukum pi-

dana, pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan 

apakah seseorang yang dituduh sebagai tersangka/terdakwa memang 

benar dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang terjadi ber-

dasarkan unsur sikap batin atau niat jahat (mens rea) dan perbuatan yang 

terlarang oleh hukum pidana (actus reus). 27  

Konsep pertanggungjawaban pidana pada dasarnya tidak hanya 

mempertimbangkan persoalan dalam aspek hukum saja, namun juga tidak 

terlepas dari mempertimbangkan aspek nilai-nilai moral atau kesusilaan 

umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam 

masyarakat tertentu. Hal ini bertujuan agar pertanggungjawaban pidana ter-

sebut dicapai dengan indikator tercapainya tujuan hukum (keadilan, kepas-

tian, kemanfaatan). 28  Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana 

sebenarnya bertujuan untuk menentukan apakah seseorang yang diduga 

melakukan tindak pidana dibebasakan atau dijatuhi hukuman pidana yang 

 
27 Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 

hlm. 52 
28 Ibid., 



26 
  

tentunya berdasarkan pemenuhan dua unsur di atas yaitu actus reus dan 

mens rea. 

Chairul Huda memberikan suatu gambaran bahwa “Dalam 

hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk dari suatu sis-

tem yang telah diciptakan untuk bereaksi terhadap suatu pelanggaran atau 

perbuatan tertentu yang telah disepakati.”29 

Dalam pertanggungjawaban pidana, lebih menitikberatkan pada le-

tak unsur kesalahan sebagai unsur yang utama. Kemudian lebih lanjut, 

Zainal Abidin, mengemukakan suatu pendapat bahwa:30  

Apabila dalam hal unsur kesalahan tidak ditemukan, berarti dengan 

kata lain, perbuatan pidana tersebut tidak dapat dibuktikan, karena ha-

kim tidak akan melanjutkan pembuktian lebih jauh mengenai unsur 

kesalahan jika telah terlebih dahulu mengetahui bahwa perbuatan pi-

dana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh tersangka. 

Sedangkan Roeslan Sale membagi pertanggungjawaban pidana 

menjadi dua bagian yaitu pertanggungjawaban pidana secara subjektif dan 

objektif:31  

Pertanggungjawaban pidana secara objektif merupakan bentuk dalam 

diteruskannya suatu cela yang bersifat objektif yang terdapat pada 

perbuatan pidana dan secara subjektif telah memenuhi syarat untuk 

dapat dipidana akibat dari perbuatannya tersebut. 

Maksud mengenai cela yang bersifat objektif, berarti bahwa pada 

 
29 Chairul Huda, 2006, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung 

jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm.68 
30 Andi Zainal Abidin, 1987, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama, Alumni, Bandung, hlm. 72 
31 Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar 

dalam Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 21. 
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perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu per-

buatan yang dilarang. Tolak ukur mengenai perbuatan tersebut adalah si-

fatnya melawan hukum baik dalam konteks melawan hukum formil maupun 

melawan hukum materiil. Sedangkan maksud mengenai bentuk celaan 

subjektif merujuk pada perbuatan orang yang melakukan suatu kesalahan, 

yaitu dengan melanggar ketentuan uu yang bersifat larangan.  

Berdasarkan keterangan-keterangan dari beberapa ahli hukum di 

atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pertanggung jawaban pidana 

didasarkan pada asas hukum pidana “tiada hukuman tanpa kesalahan 

(geen straf zonder schuld)”. Asas tersebut merupakan suatu asas yang fun-

damental dalam kajian ilmu hukum pidana, berdasarkan asas tersebut 

maka secara singkat, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah terjadi 

apabila tidak ditemukan adanya unsur kesalahan yang merupakan bagian 

terpenting dalam hal memidana seseorang. 

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana  

Setelah membahas mengenai pengertian pertanggungjawaban pi-

dana, maka selanjutnya yang harus diketahui ialah mengenai unsur-unsur 

apa saja yang merupakan indikator penentu terwujudnya suatu per-

tanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tersebut terdiri dari:  

1) Adanya suatu perbuatan tindak pidana  

Unsur perbuatan pidana adalah salah satu unsur yang pokok dalam 
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pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi 

pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan yang dil-

akukan tersebut adalah suatu perbuatan yang sebelumnya telah dilarang 

berdasarkan aturan undang-undang. Hal tersebut didasarkan pada asas 

legalitas hukum pidana nullum delictum nulla poena sine praevia lege poe-

nali yang berarti tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada uu atau 

aturan yang mengatur terlebih dahulu mengenai larangan perbuatan ter-

sebut.32 

2) Unsur Kesalahan  

Kesalahan merupakan suatu keadaan psikologi dalam diri 

seseorang yang terkait dengan perbuatan yang telah ia lakukan dengan 

sedemikian rupa, sehingga akibat dari keadaan perbuatan tersebut pelaku 

dapat dicela berdasarkan perbuatannya.33 Unsur kesalahan dianggap se-

bagai unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana karena kesalahan 

merupakan unsur pembuat delik dalam suatu perbuatan pidana.  

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut dan 

akibat dari kesalahan tersebut harus dipertanggungjawabkan. Adapun Ben-

tuk-bentuk kesalahan sebagai berikut: 

a) Kesengajaan  

 
32 Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Ja-

karta, hlm. 85 
33 Ibid., hlm. 114 
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  Beberapa klasifikasi perbuatan tindak pidana memililki unsur 

kesengajaan atau “opzet”. Opzet merupakan suatu perbuatan yang terjadi 

akibat adanya suatu keinginan untuk melakukan perbuatan atau tindakan 

tertentu. 34  Terdapat tiga jenis pengelompokkan unsur kesengajaan, 

yaitu:35 

a. Kesengajaan Sebagai Kehendak atau Niat (Oogmerk) 

Kesengajaan jenis ini merupakan kesengajaan yang 

dikehendaki oleh seseorang dan bertujuan dengan maksud untuk 

mencapai adanya suatu keinginan tertentu. Oleh karena itu, tidak 

perlu lagi untuk mempersoalkan kebenaran perbuatan dari si 

pelaku, karena akibat dari perbuatan tersebut sesuai dengan yang 

diharapkan oleh si pelaku dalam perbuatannya. 

b. Kesengajaan dengan Sadar akan Akibat Perbuatan (Zeker-

heidsbewustzijn)  

Sengaja dengan sadar akan akibat perbuatan berarti bahwa 

ketika seseorang ingin melakukan sesuatu namun ada pengha-

lang yang menghambat tujuan dari perbuatannya. Oleh karena itu, 

seseorang tersebut berusaha untuk menyingkirkan hal yang men-

jadi penghambatnya tersebut agar tujuannya dapat tercapai.  

Menyingkirkan penghalang tersebut juga dapat menjadi suatu 

tindak pidana tersendiri. Misalnya, A ingin membunuh B, namun B 

dijaga oleh C sebagai pengawalnya, oleh karena itu A terlebih da-

hulu membunuh C yang bukan merupakan tujuan utamanya, agar 

selanjutnya dapat membunuh B yang merupakan tujuan uta-

manya.  

c. Sengaja dengan Sadar akan Adanya Suatu Kemungkinan (Dolus 

Eventualis) 

 Sengaja dengan sadar akan adanya kemungkinan ialah ter-

wujudnya suatu delik sebenarnya bukan merupakan tujuan dari 

pelaku, melainkan adalah persyaratan yang mungkin timbul sebe-

lum atau pada saat tujuan pelaku tercapai. Misalnya terdapat 

seseorang yang kaya raya menyimpan sebuah pistol dalam 

 
34 Gerson W. Bawengan, 1983, Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, P.T. Pradnya Paramita, 

Jakarta, hlm. 83 
35 Ibid, hlm. 89 
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kamarnya untuk berjaga-jaga apabila ada pencuri yang masuk un-

tuk mencuri harta bendanya, kemudian pistol itu ditujukan untuk 

membunuh pencuri yang ingin masuk tersebut. 

b) Kealpaan (Culpa) 

 Suatu tindak pidana tidak berpatokan hanya pada adanya unsur 

kesalahan saja, melainkan adanya juga unsur ketidaksengajaan yang dise-

but kealpaan (Culpa). Kelalaian terbagi kedua macam bentuk yaitu:36  

a.  Kelalaian yang disadari (alpa)  

  Kelalaian yang disadari ialah suatu keadaan dimana pelaku 

sebenarnya telah menyadari bahwa adanya resiko yang timbul 

akibat perbuatannya dan dapat dijatuhi sanksi pidana, namun 

tetap melakukan perbuatannya tersebut dengan tetap mengambil 

resiko, dan berharap resiko tersebut tidak akan terjadi. 

b.  Kelalaian yang tidak disadari (lalai) 

Kelalaian yang tidak disadari atau sering disebut lalai adalah 

adanya akibat buruk yang timbul dari perbuatan seseorang yang 

tanpa terduga dan tidak disadari oleh orang tersebut. Akibat buruk 

tersebut kemungkinan dapat terjadi karena kurangnya pemikiran 

jangka panjang dari pelaku atas perbuatannya dan juga dapat ter-

jadi karena pelaku lengah dalam mengambil suatu tindakan.  

Namun apabila pelaku menyadari akibat yang buruk atas tinda-

kannya, maka pelaku tidak akan melakukan suatu perbuatan ter-

sebut. 

3). Kemampuan Bertanggungjawab  

Tidak semua orang dapat melakukan pertanggung jawaban pidana 

atau dapat dijatuhi sanksi pidana, hal tersebut dibatasi oleh pembuat uu dan 

ketentuannya telah diatur dalam Pasal 44 (1) KUHPidana yang berbunyi:37  

Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat diper-

tanggungkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau ka-

rena sakit berubah akal tidak boleh dihukum. 

 
36 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm.28 

 
37 R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, hlm. 60  
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Moeljatno berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana hanya 

dapat dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi kriteria atau syarat-

syarat tertentu:38   

a) Melakukan suatu perbuatan pidana dengan sifat melawan hukum. 

b) Melampaui batas usia tertentu serta mampu bertanggungjawab. 

c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan 

(dolus) dan kealpaan atau kelalaian (culpa). 

d) Tidak terdapat suatu alasan pemaaf.  

Berbeda dengan pandangan moeljatno, pandangan S.R. Sianturi 

cenderung lebih lebih mengarah pada pendekatan psikologi atau aspek ke-

jiwaan dalam hal menilai seseorang dapat melakukan pertanggungjawaban 

pidana:39 

a). Dalam kondisi kejiwaan :  

1. Tidak terganggu oleh suatu penyakit tertentu yang bersifat terus-

menerus atau sementara (temporair).  

2. Tidak terdapat kecacatan dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbe-

cile, dan sebagainya), 

3. Tidak sedang terganggu akibat terkejut, hyptisme, amarah yang 

meluap, pengaruh bawah sadar / reflexe bewenging, melindur / 

slaapwandel, mengganggu karena demam / koorts, nyidam dan 

lain sebagainya. Dengan perkataan lain didalam keadaan yang 

sadar. 

b). Dalam kemampuan kejiwaan :  

1. Dapat menyadari dan menginsyafi suatu akibat dari tinda-

kannya.  

2. Dapat menentukan kehendaknya berdasarkan suatu tinda-

kannya, apakah akan dilaksanakan atau tidak, serta;  

3. Dapat mengetahui dan sadar akan adanya hal-hal ketercelaan 

dalam tindakan yang dilakukannya. 

 
38 Amir Ilyas,2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban 

Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm.77 
39 R.Sianturi, Loc.cit. hlm.249 
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 Secara ringkas, seseorang yang dapat pidana adalah orang yang 

mampu bertanggungjawab, dan dalam tolak ukur seseorang melakukan 

pertanggungjawaban pidana tersebut ialah adanya kondisi batin yang nor-

mal serta mampunya akal seseorang dalam memilah dan memilih hal-hal 

yang baik dan yang buruk sesuai dengan kesadaran atau pikirannya yang 

normal tersebut, sehingga mampu untuk mengendalikan dirinya.  

C.  Penyertaan (Delneeming) Dalam Tindak Pidana   

1. Pengertian Penyertaan (Delneeming) 

Dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana, 

subjek hukum, hanya diperuntukkan pada satu orang saja yang dapat dipi-

dana, ditandai dengan kata “Barangsiapa”. Hal tersebut dapat diperhatikan 

dalam contoh Pasal yang mengatur tentang pembunuhan, Pasal 338 

KUHPidana yang bunyinya:40  

Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, 

karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima 

belas tahun 

Sedangkan, dalam praktiknya terdapat berbagai kasus pembunu-

han atau tindak pidana lain yang melibatkan beberapa orang dengan peran 

yang berbeda-beda namun dengan tujuan yang sama, yaitu mengakibatkan 

matinya orang lain. Terwujudnya suatu tindak pidana yang melibatkan be-

berapa orang untuk turut serta disebut dengan istilah penyertaan atau 

 
40 R. Soesilo, Loc.cit, hlm. 240 
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dalam terminologi bahasa belanda yaitu delneeming yang berarti “menyer-

tai”.   

Adami Chazawi memberikan suatu definisi mengenai delneeming, 

sebagai berikut:41 

Penyertaan (delneeming) ialah pengertian yang mencakupi semua 

bentuk keterlibatan atau turut andilnya seseorang atau beberapa 

orang, baik secara fisik ataupun secara psikis dengan melakukan 

suatu perbuatan dengan masing-masing peran yang berbeda se-

hingga melahirkan suatu tindak pidana. 

Dengan kata lain, kejahatan tidak hanya dilakukan secara kontak 

fisik langsung, namun ikut turut serta secara psikis dan membantu dalam 

proses terjadinya tindak pidana kekerasan juga termasuk dalam kategori 

pembantuan dalam tindak pidana. 

 Didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

dasar hukum mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan pasal 56 

KUHPidana yang berbunyi :42 

Pasal 55: 

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu : 

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut 

melakukan.  

2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan 

kekerasan, ancaman, atau dengan memberikan kesempatan, 

sarana-sarana, atau keterangan-keterangan, dengan sengaja 

telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana 

yang bersangkutan.  

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat 

 
41 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan, PT RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 73. 
42 R.Soesilo, Op.cit, hlm. 72. 
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dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tin-

dakan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dil-

akukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya. 

Pasal 56:   

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: 

(1) Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam 

melakukan kejahatan tersebut.   

(2)  Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sa-

rana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan keja-

hatan tersebut. 

  Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dil-

akukan oleh beberapa orang dengan motif dan peran yang berbeda-beda. 

Dengan kata lain, delneeming ialah keikutsertaan seseorang atau lebih un-

tuk melakukan suatu tindak pidana dengan waktu dan tujuan yang sama . 

2.  Bentuk-Bentuk Penyertaan (Delneeming) 

Berangkat dari Pasal 55 dan Pasal 56 KUHPidana yang telah diu-

raikan di atas maka bentuk-bentuk delneeming dapat digolongkan kedalam 

2 golongan, yaitu mededdader dan medeplichtige.  Mededdader ialah go-

longan yang perbuatannya disebabkan, dengan kata lain disebut yaitu 

mereka sebagai para pembuat tindak pidana. Sedangkan, medeplichtige 

ialah sebagai pembuat dan pembantu kejahatan. 43  Mededdader dibagi 

menjadi kedalam empat bentuk,yaitu:44  

a).  Orang yang melakukan suatu perbuatan (plegen),dengan kata lain 

 
43 Adami Chazawi, Loc.cit, hlm. 81 
44 Ibid., 
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disebut dengan pembuat pelaksana (pleger);  

b).  Orang menyuruh melakukan (doen plegen), dengan kata lain dise-

but pembuat penyuruh (doen pleger);  

c).  Orang yang turut serta melakukan (mede plegen), biasanya dise-

but dengan pembuat peserta (mede pleger); dan  

d). Orang yang sengaja menganjurkan (uitlokken), yaitu disebut 

dengan pembuat penganjur (uitlokker). 

Selain itu, Medeplichthige, juga dibagi kedalam dua bentuk, yaitu: 

a). Melakukan suatu hal yang mengarah pada pemberian bantuan 

pada waktu pelaksanaan kejahatan; dan  

b).  Melakukan suatu hal yang bersifat memberikan bantuan sebelum 

pelaksanaan kejahatan. 

Berdasarkan hal-hal di atas, dapat dijabarkan lebih jauh mengenai 

bentuk-bentuk mededdader: 

1) Pembuat Pelaksana (Pleger) 

 Pleger, dalam praktiknya dikenal sebagai orang-orang yang 

melakukan suatu tindak pidana atau pembuat pelaksana terjadinya suatu 

tindak pidana yang dituju. Sebelum mengkaji lebih jauh dalam mengenai 

tindak pidana, dikenal pula dengan istilah pembuat tunggal (dader). 

Dader ialah pelaku yang melakukan suatu tindak pidana hanya seorang 

diri, tidak ada keikutsertaan orang lain baik secara fisik maupun secara 

psikis.  

 Berbeda halnya dengan pleger, pelaku yang termasuk dalam go-

longan pleger sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 55 (1) 

KUHPidana, mereka sebagai pembuat pelaksana, tidak melakukan 

suatu tindak pidana secara pribadi, namun melakukan suatu perbuatan 
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secara bersama-sama baik secara fisik maupun psikis untuk terwujudnya 

suatu tindak pidana tersebut. Namun, persamaan keduanya ialah baik 

pleger maupun dader, keduanya harus memenuhi semua unsur tindak 

pidana yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukannya.  

 Pada sudut pandang hukum pidana formil, pembuat pelaksana ada-

lah siapa yang berbuat dan menyelesaikan suatu perbuatan terlarang 

yang dirumuskan dalam tindak pidana yang terkait. Sedangkan, dalam 

pandangan hukum pidana materiil, pleger ialah mereka yang per-

buatannya menimbulkan suatu akibat yang telah dilarang dalam undang-

undang. 

2) Pembuat Penyuruh (Doen Pleger)  

 UU tidak secara rinci dalam memberikan keterangan tentang siapa 

saja yang dimaksud sebagai pembuat penyuruh. Oleh karena itu, para ahli 

hukum merujuk pada keterangan Memorie van Toelichting (Selanjutnya 

disebut M.v.T) untuk melihat kriteria apa saja yang dapat menentukan 

seseorang dapat termasuk kedalam golongan doen pleger. Yang termasuk 

kategori doen pleger dalam M.v.T Belanda ialah:45   

Orang yang menyuruh melakukan ialah mereka yang juga telah 

melakukan suatu tindak pidana namun tidak secara pribadi, akan 

tetapi melalui perantaraan orang lain, kemudian apabila orang lain ter-

sebut berbuat tanpa unsur kesengajaan, kealpaan, atau tanpa 

tanggung jawab akibat keadaan yang tidak diketahuinya, disesatkan 

 
45 Ibid., hlm. 88 
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maupun tunduk pada kekerasan. 

Berdasarkan keterangan tersebut, maka dapat ditarik beberapa un-

sur untuk menentukan siapa saja golongan doen pleger:46 

a. Melakukan tindak pidana oleh perantaraan perbuatan orang lain se-

bagai alat untuk mewujudkan perbuatan pidananya. 

b. Orang lain tersebut melakukan perbuatan:  

1) Tanpa adanya perilaku kesengajaan. 

2) Tanpa adanya perilaku kealpaan. 

3) Tanpa tanggungjawab yang disebabkan oleh keadaan: 

a) Yang tidak diketahuinya. 

b) Akibat disesatkan. 

c) Karena tunduk pada suatu ancaman atau kekerasan. 

Wirjono Projodikoro, mengemukakan suatu pendapat bahwa, 

“orang yang berperan sebagai “yang disuruh” (manus minestra) tidak 

dapat dipidana sebab mereka hanya menjadi alat belaka yang 

dikendalikan oleh orang yang berperan sebagai penyuruh (manus 

domina).”47 

3) Pembuat Peserta (Medepleger) 

Pembuat peserta atau biasa disebut mereka yang turut serta 

melakukan tindak pidana ialah setiap orang yang secara sengaja untuk turut 

melakukan perbuatan (meedoet) dalam terwujudnya suatu tindak pidana.48 

Artinya, semua orang yang terlibat dalam terjadinya tindak pidana, masing-

masing telah memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana tertentu, 

 
46 Ibid., 
47  Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama, Bandung, 

hlm. 118. 
48 Adami Chazawi, Op.cit. hlm. 99 
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sama seperti perbuatan pidana pelaku tunggal (dader). 

4) Pembuat Penganjur (Uitlokker)  

Pembuat penganjur biasanya disinonimkan dengan auctor intellec-

tualis atau orang-orang yang berperan dengan sengaja menganjurkan 

suatu tindak pidana. Artinya bahwa, mereka yang dengan sengaja memberi 

atau menjanjikan sesuatu, dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan 

atau martabat, memberikan suatu kesempatan, sarana maupun keterangan, 

dan sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan.   

 Berdasarkan dari rumusan tersebut Adami Chazawi, memberikan 

batasan berupa beberapa syarat-syarat dari seorang pembuat penganjur, 

sebagai berikut:49  

a. Kesengajaan yang dilakukan oleh pembuat penganjur harus ber-

dasarkan pada 4 hal :  

1)  Ditujukan terhadap digunakannya upaya-upaya penganjuran 

tertentu;  

2) Ditujukan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang menjadi 

apa yang dianjurkan beserta akibat-akibatnya;  

3)  Ditujukan kepada orang lain agar melakukan suatu perbuatan 

agar sesuai dengan apa yang dianjurkan;  

4)  Ditujukan terhadap orang lain yang dianggap mampu untuk 

melakukan pertanggung jawaban pidana atau dapat dipidana. 

b.  Dalam melakukan suatu perbuatan penganjuran, pelaku 

melakukannya harus sesuai dengan cara-cara yang sesuai 

dengan hal-hal yang telah dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) 

angka 2 KUHPidana.  

c.  Terbentuk maupun terwujudnya kehendak orang yang dianjurkan 

(pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana tertentu ha-

rus sesuai dengan apa yang dianjurkan dan disebabkan langsung 

oleh upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur.  

 
49 Ibid., hlm. 113 
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d.  Orang yang berperan sebagai yang dianjurkan (pembuat 

pelaksananya) telah melaksanakan suatu tindak pidana tertentu 

sesuai dengan hal-hal yang telah dianjurkan.  

e.  orang yang dianjurkan adalah mereka yang memiliki kemampuan 

untuk melakukan suatu pertanggung jawaban pidana atau dapat 

dipidana berdasarkan syarat-syarat pertanggung jawaban pidana 

yang diatur dalam Pasal 44 (1) dan (2) KUHPidana. 

 Setelah membahas mengenai mededdader, yang berarti mereka 

sebagai para pelaku pembuat tindak pidana, selanjutnya adalah mengenai 

perbuatan pembantuan dalam terwujudnya suatu tindak pidana atau dise-

but dengan medeplichtige dalam teori hukum pidana. Seperti yang telah 

diuraikan di atas, pembantuan diatur dalam Pasal 56 KUHPidana. 

 Sedangkan, pembatasan luas perbuatan pembantuan yang dapat 

dipertanggungjawabkan bagi para pelaku pembantuan, termuat dalam 

Pasal 57 KUHPidana. Kemudian, peraturan mengenai penegasan hanya 

bagi para pelaku kejahatan saja yang dapat melakukan pertanggungjawa-

ban pidana dan tidak dalam hal pelanggaran pelanggar diatur dalam Pasal 

60 KUHPidana.50  

 Syarat agar seseorang dapat dikategorikan sebagai pembuat pem-

buat pembantu harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan ob-

jektif. Syarat subjektif yaitu adanya unsur kesengajaan dan syarat objektf 

adalah adanya unsur memberikan suatu bantuan. Berdasarkan M.v.T. 

 
50 Ibid., hlm. 141 
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hanya dengan bantuan sebelum terjadinya tindak pidana (Jenis Pembantu 

Kedua dalam Pasal 56 Ayat (2) KUHPidana) diberikan dengan memper-

hatikan pembatasan dan cara melakukannya, yaitu:51 

1. Dengan memberikan peluang, yaitu memberikan suatu kesem-

patan menyangkut kejahatan yang dilakukan orang lain. 

2. Dengan menyediakan sarana, yaitu menyediakan alat atau objek 

yang dapat digunakan untuk memudahkan dalam melakukan suatu 

kejahatan; 

3. Dengan memberikan informasi, yaitu dengan menyampaikan uca-

pan dalam struktur kalimat dapat dipahami orang lain, berupa 

nasehat atau petunjuk kepada orang lain yang melakukan keja-

hatan. 

D. Tindak Pidana Kekerasan  

1. Pengertian Tindak Pidana kekerasan  

Pengertian kekerasan tidak dituliskan secara jelas dalam 

KUHPidana. Sebagai pegangan, KUHPidana memberi batasan mengenai 

kekerasan pada Pasal 89 yang intinya adalah membuat orang menjadi ping-

san atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. 

Kekerasan merupakan salah satu permasalahan yang kerap terjadi dan 

berkembang dimasyarakat, bahkan telah menjadi fenomena umum dise-

luruh dunia.52  

Ruang lingkup perbuatan kekerasan sedemikian luas dan kompleks 

 
51  A. Z. Abidin dan A. Hamzah, 2006, Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, 

Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier, P.T Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 224. 
52  Arinto Nurcahyono, “Kekerasan Sebagai Fenomena Budaya: Suatu Pelacakan Terhadap Akar 

Kekerasan Di Indonesia” Jurnal Sosial dan Pembangunan MIMBAR, Fakultas Hukum Universitas Is-

lam Bandung, Bandung, Vol. 14, Nomor 3 September 2003, hlm. 243-260 
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seiring perkembangan zaman, sehingga tidak mudah untuk merangkum 

luas cakupan, pengertian, jenis, jumlah dan kualitas kekerasan secara sing-

kat. Elly M. Setiadi menjelaskan bahwa terdapat dua pengertian tentang 

kekerasan, yaitu kekerasan dalam arti sempit dan arti luas:53  

Kekerasan dalam arti sempit adalah kekerasan yang mengacu pada 

setiap tindakan yang didalamnya mengandung hal-hal yang berupa 

serangan, perusakan, penghacuran terhadap diri (fisik) seseorang 

maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang 

lain. Sedangkan, kekerasan dalam artian luas adalah kekerasan yang 

mengacu pada tindakan yang didalamnya terdapat hal-hal yang 

mengandung kekerasan fisik maupun kekerasan mental yang dil-

akukan seseorang atau secara kolektif oleh sekelompok orang, baik 

yang dilakukan secara sengaja, maupun secara tidak sengaja, lang-

sung atau tidak langsung, dan personal atau struktural.  

Kejahatan terhadap tubuh manusia diklasifikasikan menjadi dua 

macam bentuk yaitu, kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan secara sen-

gaja yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan, dan kejahatan terhadap 

tubuh yang dilakukan secara tidak sengaja, disebut kelalaian yang 

mengakibatkan luka pada orang lain.54 

 KUHPidana juga tidak memberikan penjelasan mengenai 

pengertian penganiayaan. Oleh sebab itu, para ahli hukum sepakat untuk 

menyimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan penganiayaan ialah per-

buatan yang menyebabkan adanya rasa sakit, luka maupun patah tulang, 

 
53 Elly M. Setiadi, 2020, Pengantar Ringkas Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan 

Sosial (Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya), Kencana, Jakarta, hlm. 165 
54 Warih Anjari, “Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kekerasan (Violence)” E-Jurnal WIDYA Yus-

tisia, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, Vol. 1, Nomor 1 April 2014, hlm. 42-51 
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pendarahan atau terganggunya kesehatan seseorang berdasarkan yuris-

prudensi. 

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan 

KUHPidana tidak mengatur jenis-jenis tindak pidana kekerasan 

pada satu bab khusus, melainkan secara terpisah-pisah kedalam beberapa 

Pasal dan bab berdasarkan jenis kualifikasinya. Jenis-jenis tindak pidana 

kekerasan yang diatur dalam KUHPidana, yaitu: 

a. Pasal 170 KUHPidana, kekerasan yang dilakukan secara bersama-

sama di muka umum.  

b. Pasal 338-350 KUHPidana, kejahatan terhadap nyawa orang lain.  

c. Pasal 351-358 KUHPidana, kejahatan penganiayaan. 

d. Pasal 365 KUHPidana, kejahatan seperti pencurian, penodongan, 

perampokan.  

e. Pasal 285 KUHPidana, kejahatan terhadap kesusilaan.  

f. Pasal 359-367 KUHPidana, Kejahatan yang menyebabkan ke-

matian atau luka karena kealpaan.  

E. Sekolah Kedinasan Akademi Kepolisian (AKPOL) 

1. Pengertian Akademi Kepolisian  

 Akademi Kepolisian ialah sebuah lembaga Perguruan Tinggi Kedi-

nasan (Selanjutnya disingkat PTK) sebagai unsur pelaksana pendidikan 

perwira POLRI yang berada di bawah naungan Kepala Lembaga Pendidi-

kan dan Latihan POLRI (selanjutnya disingkat Kalemdiklat POLRI). Tugas 

pokok lembaga AKPOL adalah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan 

dan pembentuk perwira POLRI yang berasal dari kalangan masyarakat 

umum berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/53/X/2002 
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tanggal 17 Oktober 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi 

Kepolisian.55  

 AKPOL merupakan unsur pelaksana dalam pendidikan pemben-

tukan perwira POLRI yang berada di bawah naungan (Peraturan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 menyatakan bahwa, 

AKPOL bertujuan untuk menyelenggarakan pendidikan pembentukan per-

wira POLRI tingkat akademi dan lama pendidikan adalah 4 (Empat) tahun 

dengan pangkat Inspektur Polisi Dua (Ipda) apabila telah lulus dari pendidi-

kan sekolah kedinasan AKPOL.56 

 Proses pendidikan pada sekolah kedinasan AKPOL memberikan 

pengaruh yang besar bagi kelembagaan POLRI, karena pendidikan karak-

ter berjiwa pemimpin sejak awal telah ditanamkan dalam proses pendidikan 

dasar seperti, pendidikan/pengajaran, pelatihan, dan pengasuhan guna 

mempersiapkan kader pemimpin POLRI dimasa yang akan datang.57 

Definisi dari kegiatan pengasuhan sendiri adalah bentuk kegiatan 

taruna AKPOL di luar jam perkuliahan yang tujuannya untuk meningkatkan 

 
55 Subagyo, “Potret Pendidikan Sejarah di Akademi Kepolisian Untuk Pembentukan Karakter Polisi 

Sipil” Paramita, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol.23, No. 1 Januari 

2013, hlm. 103-113 
56 Haming Agus Purnama, 2019, “Upaya Peningkatan Kinerja Komandan Pleton Taruna dalam Pola 

Pengasuhan Taruna di Akademi Kepolisian Semarang”, Thesis Magister Manajemen, Fakultas 

Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Widya Wiwaha, Yogyakarta, hlm. 4 

57 Ibid., hlm.104 
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kedisiplinan para taruna yang sebagian besar di laksanakan di dalam ling-

kungan kesatriaan atau asrama taruna. Terdapat enam bentuk kegiatan 

pengasuhan dalam ksatriaan AKPOL, yaitu bidang pembinaan mental spir-

itual dan ideologi, pembinaan kehidupan kebhayangkaraan, pembinaan 

kepemimpinan dan kehidupan korps taruna, pembinaan olah raga dan 

kesemaptaan jasmani, pembinaan kehidupan sosial dan budaya, dan bi-

dang ilmu pengetahuan dan teknologi.58 

Oleh karena itu, bentuk pendidikan karakter yang ditanamkan di 

akademi kepolisian dan diharapkan dapat terlaksana di masa yang akan 

datang dengan bentuk berupa pengayoman, pelayanan, perlindungan, me-

melihara ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta HAM.59 

2. Visi dan Misi Akademi Kepolisian 

Sama seperti halnya perguruan tinggi lain, akademi kepolisian tentu 

memliki visi dan misi guna mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu:60 

1) Visi: 

“Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi profesional, 

cerdas, bermoral, dan modern yang berwawasan global dan ber-

standar Internasional (World class police academy)”. 

2) Misi: 

a. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan perwira POLRI 

 
58 Subagyo, “Pendidikan Polri Sebagai Pembangun Polisi Sipil (Studi Pada Akademi Kepolisian)”, Fo-

rum Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, Semarang, Vol. 39 No. 1 Juni 

2012, hlm. 13-32 
59 Ibid., 
60 Subagyo, Op.Cit, hlm. 103 
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melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan 

secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat 

pendidikan. 

b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengem-

bangan ilmu pengtahuan dan teknologi yang terkait dengan bi-

dang kepolisian. 

c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang 

terkait dengan bidang kepolisian. 

d. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada 

pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan 

(Center of excellence). 

e. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan 

berbagai lembaga di dalam dan luar negeri. 

 

F. Analisis tentang Kualifikasi Perbuatan Pembantuan Dalam Tindak 

Pidana Kekerasan yang Menyebabkan Kematian menurut Hukum Pi-

dana 

Ketentuan hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di wilayah negara Indonesia, idealnya tidak memandang sta-

tus sosial maupun pekerjaan warga negaranya, baik itu masyarakat sipil 

maupun para calon penegak hukum dalam hal ini oknum taruna Akademi 

Kepolisian. Apabila melakukan suatu hal yang di larang oleh undang-un-

dang, kesemuanya dapat terancam hukuman pidana. 

Setelah membaca mengenai literatur-literatur dan peraturan perun-

dang-undangan serta hasil pengumpulan data yang terkait dalam penelitian 

ini, maka penulis akan menjabarkan bahwa jika aparat penegak hukum 

terkhusus para calon anggota kepolisian yang melakukan suatu tindak 



46 
  

pidana maka ketentuan yang berlaku adalah KUHPidana. 

 Oleh karena itu, penulis terlebih dahulu akan menguraikan kualifi-

kasi perbuatan turut serta dalam tindak pidana, dan kemudian akan 

mengkualifikasikan perbuatan penyertaan tindak pidana kekerasan yang 

menyebabkan kematian yang terjadi di Akademi Kepolisian.  

Perbuatan penyertaan diatur dalam Bab V Pasal 55-62 KUHPidana  

yang berbunyi :  

Pasal 55: 

(1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu : 

1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut 

melakukan.  

2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan 

menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan 

kekerasan, ancaman, atau dengan memberikan kesempatan, 

sarana-sarana, atau keterangan-keterangan, dengan sengaja 

telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana 

yang bersangkutan.  

(2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat diper-

tanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tinda-

kan yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk dilakukan 

oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya. 

Sehingga secara garis besar digolongkan menjadi dua bagian yaitu, 

Mededader atau dengan kata lain, disebut dengan orang-orang sebagai 

pembuat tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 KUHPidana dan 

medeplichtige ialah sebagai pembuat dan pembantu dalam terjadinya suatu 

kejahatan yang diatur dalam Pasal 56 KUHPidana.  

Tabel 1. 
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Kualifikasi Penyertaan dalam Tindak Pidana 

No. Pasal Bentuk Tinda-

kan 

Unsur Pembeda 

1 
55 ayat (1) 

Ke- 1 

Sebagai pelaku 

tindak pidana. 

Mereka yang melakukan, yang 

menyuruh melakukan dan yang 

turut serta melakukan perbuatan. 

2 
55 ayat (1) 

Ke- 2 

Sebagai pelaku 

tindak pidana 

Mereka yang dengan memberi 

atau menjanjikan sesuatu dengan 

menyalahgunakan kekuasaan 

atau martabat, dengan ancaman 

atau penyesatan, atau dengan 

memberi kesempatan, sarana 

atau keterangan, sengaja 

menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

3 

 

 

55 ayat (2) 

Sebagai 

penganjur 

Hanya perbuatan yang sengaja di-

anjurkan sajalah yang diperhi-

tungkan, beserta akibat-aki-

batnya. 

4 
56 ayat (1)  Sebagai pem-

bantu kejahatan 

Mereka yang sengaja memberi 

bantuan pada saat kejahatan dil-

akukan. 

5 
56 ayat (2) 

 

Sebagai pem-

bantu kejahatan 

Mereka yang sengaja memberi 

kesempatan, sarana atau ket-

erangan untuk melakukan keja-

hatan. 

 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 55 KUHPidana, 

ialah: 

a. Mereka yang melakukan; 
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Mereka yang melakukan, dalam hal ini berarti pelaku sebagai 

subjek utama yang melakukan suatu tindak pidana sendiri dari awal sampai 

akhir dalam terjadinya suatu perbuatan tindak pidana disertai dengan 

keterlibatan oleh satu atau lebih orang yang dapat dipertanggungjawabkan. 

b. Yang menyuruh melakukan; 

Yang menyuruh melakukan, ialah mereka yang mempunyai kuasa 

untuk memerintahkan seseorang melakukan suatu perbuatan tindak pidana 

sebagai alat kendali dalam terjadinya peristiwa pidana dan pertanggungja-

waban pidananya dibebankan kepada penyuruh. 

c. Turut serta melakukan; 

Turut serta melakukan, yaitu seseorang yang telah berniat untuk 

terlibat dalam suatu peristiwa pidana sejak dari awal persiapan hingga telah 

terjadinya suatu tindak pidana serta terpenuhinya semua unsur dalam ru-

musan delik tindak pidana tersebut. 

d. Sengaja menganjurkan; 

Unsur dengan sengaja menganjurkan ialah seseorang yang telah 

dianggap sebagai orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan 

suatu perbuatan tindak pidana, misalnya dengan bentuk, memberikan 

sesuatu, menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan martabat menggunakan 

kekerasan atau ancaman, serta memberikan sarana yang mengakibatkan 
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orang yang dianjurkan benar-benar melakukan suatu tindak pidana. 

Secara umum, Pasal ini mencakup beberapa bentuk perbuatan 

penyertaan seperti, pembuat pelaksana (Pleger) yang jika dalam sudut pan-

dang hukum pidana materill, adalah mereka yang melakukan suatu per-

buatan dan perbuatannya tersebut menimbulkan suatu akibat yang telah 

dilarang oleh undang-undang. Selain itu, pembuat penyuruh (Doen Pleger) 

adalah mereka yang melakukan tindak pidana tidak secara langsung, 

melainkan melalui perantaraan orang lain sebagai alat untuk mewujudkan 

perbuatan pidananya. Namun dalam pengaturannya dalam undang-undang, 

terkhusus KUHPidana, tidak dijelaskan secara terperinci mengenai apa 

yang dimaksud dengan pembuat penyuruh. 

Selanjutnya, dikenal juga dengan istilah pembuat peserta 

(Medepleger) dalam hal ini masing-masing subjek hukum yang melakukan 

suatu peristiwa pidana telah memenuhi rumusan unsur dalam tindak pidana 

tertentu yang dilakukannya. Dan terakhir, juga dikenal sebagai pembuat 

penganjur (uitlokker), artinya bahwa mereka yang mempunyai kekuasaan 

yang dengan sengaja menganjurkan orang lain atau bawahannya untuk 

melakukan suatu tindak pidana.  

Selain Pasal 55 yang mengatur tentang orang-orang sebagai pem-

buat tindak pidana, penyertaan (delneeming) juga diatur dalam rumusan 
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Pasal 56, yaitu mereka sebagai pembantu dan pembuat kejahatan, dengan 

unsur-unsur Pasal 56, sebagai berikut: 

a. Mereka; 

Mereka dalam hal ini, adalah semua subjek hukum yang terdiri dari 

seseorang atau lebih dengan secara sadar melakukan dan dapat ber-

tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. 

b. Sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; 

Yaitu semua subjek hukum baik seseorang atau lebih, kemudian 

terlibat langsung dalam suatu peristiwa pidana dengan memberikan ban-

tuan langsung, sehingga mengakibatkan peristiwa pidana tersebut terjadi. 

c. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk 

melakukan kejahatan; 

Yaitu semua subjek hukum yang tidak terlibat langsung dalam suatu 

peristiwa pidana. Namun, perbuatannya yang memberikan kesempatan, 

sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, akan membuat 

suatu perbuatan tindak pidana dapat terlaksana. 

Pasal 56 KUHPidana, secara umum mengatur tentang orang-orang 

yang berperan sebagai pemberi bantuan pada waktu dilakukannya suatu 

kejahatan atau tindak pidana. selain itu juga, mereka yang perbuatannya 

bersifat memberi bantuan sebelum terjadinya kejahatan dilakukan, seperti 
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mempersiapkan sarana, memberikan suatu kesempatan, dan keterangan 

sebelum terwujudnya suatu tindak pidana. 

Berdasarkan hal-hal mengenai penyertaan yang telah dijabarkan di 

atas, menurut penulis, pasal-pasal dalam peraturan perundangan khu-

susnya dalam KUHPidana harus jelas memuat pengertian subjek dan objek 

hukum yang diatur didalamnya agar tidak terjadi multitafsir dalam 

melakukan penerapan hukum pidana materill dan formil. Seperti dalam hal 

bentuk penyertaan pembuat penyuruh, yang belum jelas kriteria apa saja 

yang termasuk dalam golongan pembuat penyuruh tersebut. 

Oleh karena itu, penulis memberikan pendapat bahwa untuk men-

capai tujuan hukum, yaitu kepastian, kemanfaatan, dan keadilan maka 

seharusnya dibuatkan regulasi yang jelas dalam rumusan KUHPidana yang 

baru untuk lebih spesifik mengatur tentang penyertaan (Delneeming) dalam 

hal golongan pembuat penyuruh agar tercapai kepastian hukum sehingga 

tercipta keadilan dalam proses penegakan hukum di Indonesia.  

Terkait dalam kasus yang diteliti oleh penulis, terdakwa termasuk 

kedalam golongan sebagai pelaku pembantu kejahatan yang diatur pada 

Pasal 56 ayat (2) karena dalam perbuatannya, terdakwa tidak secara lang-

sung memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan oleh pelaku utama, 

yaitu melakukan kekerasan hingga menyebabkan matinya korban. 
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Melainkan, bahwa terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan, sarana 

serta keterangan pada waktu sebelum terjadinya perbuatan pelaku utama.  

Terdakwa bisa saja untuk menghentikan perbuatan rekan-rekannya 

atau para pelaku utama yang secara bersama-sama melakukan kekerasan 

terhadap korban, karena terdakwa menjabat sebagai komandan suku (Se-

lanjutnya disebut dansuk) Korps. Himpunan Indonesia Timur (Selanjutnya 

disingkat Korps HIT). Namun, terdakwa hanya membiarkan kejahatan ter-

sebut terjadi dan disisi lain, terdakwa juga tidak mempunyai sikap batin atau 

niat (Mens rea) untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut.  

Kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang dia-

tur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang berbunyi: 

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekera-

san terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 

(lima) tahun 6 (enam) bulan. 

Adapun unsur-unsur yang termuat dalam pasal Pasal 170 ayat (1) 

KUHPidana, yaitu sebagai berikut: 

a. Barangsiapa/mereka; 

Unsur barangsiapa dalam pasal ini merupakan unsur subjektif da-

lam ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ini. Merujuk kepada kata 

“mereka”, yang berarti pelaku yang melanggar ketentuan ini harus ber-

jumlah lebih dari satu orang serta dilakukan secara bersama-sama dengan 

kondisi terbuka dan secara terang-terangan. Namun, bukan berarti semua 
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yang ikut serta pada saat perbuatan kekerasan tersebut terjadi dapat dipi-

dana, melainkan hanya orang-orang yang melakukan kejahatan itu dengan 

nyata sajalah yang dapat dipidana. 

b. Terang-terangan/secara terbuka; 

Maksud dari unsur tersebut ialah kekerasan yang terjadi harus dil-

akukan oleh pelaku secara terbuka, yang berarti bahwa kejadian tersebut 

dapat dilihat oleh setiap orang. Bukan berarti kejahatan tersebut harus dil-

akukan ditempat umum, melainkan perbuatan tersebut harus dapat di-

jangkau dan kemungkinan dapat dilihat oleh setiap orang.  

c. Dengan tenaga/secara bersama-sama; 

Dalam pasal ini tidak diatur secara jelas jumlah banyaknya orang 

dalam melakukan tindak pidana tersebut baik melalui uu yang terkait mau-

pun yurisprudensi, berbeda halnya dengan ketentuan pada Pasal 214 

KUHPidana dimana ketentuan tersebut mengatur jumlah pelaku terdiri dari 

dua orang atau lebih. Namun, berdasarkan doktrin para ahli jumlah pelaku 

yang terdiri dari dua orang saja sudah memenuhi kriteria secara bersama-

bersama pada pasal tersebut. 

d. Menggunakan kekerasan; 

Unsur tersebut bermakna bahwa kekerasan dapat dilakukan 

dengan perusakan barang-barang atau penganiayaan terhadap orang 
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dengan menggunakan tenaga atau kekuatan, meskipun tidak begitu besar, 

namun tindakan tersebut dapat juga termasuk memenuhi unsur ini. 

e. Terhadap orang atau barang; 

Unsur ini merupakan unsur objektif dalam rumusan ketentuan Pasal 

170 ayat (1) KUHPidana yang artinya bahwa orang-orang yang melakukan 

kekerasan secara terbuka dan bersama-sama ditujukan kepada orang lain 

atau barang-barang. 

Dalam ketentuan Pasal 170 KUHPidana juga terdapat terdapat 

kriteria penjatuhan sanksi yang berbeda-beda terkait dengan akibat yang 

ditimbulkan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana kekerasan yang 

dilakukan secara bersama-sama, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 yang 

mengatur tentang pelaku dengan sengaja merusak suatu barang atau me-

nyebabkan orang lain terluka dihukum dengan pidana penjara selama 7 

(tujuh) tahun. 

Selanjutnya pada Pasal 170 ayat (2) ke-2 mengatur apabila per-

buatan kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka berat pada tubuh, 

maka dijatuhi dengan sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun. 

Sedangkan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 apabila kekerasan yang terjadi beru-

jung menimbulkan akibat kematian pada korban atau orang lain, maka di-

jatuhi sanksi pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun. 


